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ABSTRAK

: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak
Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan
Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), PP 53 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.304, TLN No.6172), Perpres Rl 57
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018
No0.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu
229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewabh, serta Pajak Bumi dan
Bangunan pada tahap Eksplorasi dan Eksploitasi sampai dengan saat dimulainya
Produksi Komersial dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah untuk dan atas nama
Menteri.

Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa fasilitas
perpajakan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak
diperuntukkan dalam rangka Operasi Perminyakan dan/atau SKFP Gross Split
dimanfaatkan oleh Kontraktor untuk memperoleh fasilitas perpajakan meskipun
sudah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang tidak dipungut dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak
seharusnya mendapat pengurangan, harus dibayar oleh Kontraktor yang bertindak
sebagai Operator.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020 dan diundangkan pada
tanggal 16 Juni 2020.
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